ANCAMAN
KEBAKARAN HUTAN
DI TENGAH PANDEMI

“VIDEO CONFERENCE BERSAMA
KATADATA INDONESIA”

H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.
Gubernur Provinsi kalimantan Barat



KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT }\{Q”’}’If

Rimba

(KHG) DI KALBAR ) e

i _
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|
Produksi Biasa 2.132.398 Ha
LUAS NON KAWASAN J» KHG 602.592,03 Ha
% | HIDROLOGIS GAMBUT FE Lindung 275.305,31 Ha
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a/ol, (]



KONDISI HUTAN DI KALBAR 3"”& M,

Luas Kawasan Hutan
Kalbar (SK Menhut
P.733/2014)

Izin Konsesi (+£38% dari
luas kawasan hutan
Kalbar)

Pinjam Pakai

PS (167 unit seluas
277.870,71 Ha)

Permukiman Dalam
Kawasan (718 desa)

Kawasan Gambut Kalbar
(Kepmenhut
SK.129/MENLHK/SETJEN/
PKL.0/2/2017)

Karhutla

ANANASNA AN

Rimba
j & Budaya

+ 8.389.600 Ha (58% dari luas wilayah Provinsi Kalbar = 14.680.790 Ha)

*IUPHHK- HA/RE 25 unit (1.106.110 Ha)
*UPHHK-HT 48 unit (2.081.527 Ha)

«19 unit (15.023,90 ha)

eHD 103 unit (251.498 Ha)
oHKM 21 unit (18.682 Ha)
oHTR 32 unit (3.065 Ha)

eHA 10 unit (4.625,30 Ha)
eKemitraan 2 unit (4.625 Ha)

eKonservasi 45 desa
oHL 162 desa
oHP 511 desa

0124 KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT (124 KHG), 2.801.447 Ha atau
21,91% dari luas Kalbar

0+151.070 Ha (2019)
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Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kalimantan Barat

1 2015 93.515,80
2 2016 9.174,19
3 2017 7.467,33
4, 2018 68.422,03
5 2019 151.070,00
6 2020 2.500,00
(per 10 Agustus 2020)

Sumber: sipongi.menlhk.go.id
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Peta KARHUTLA KALBAR Tahun 2019

= R el emma e L e b FUNGSIEKOSITEM GAMBUT P
T ROVINSI KALIMANTAN BARAT | natiFngiBddanEG. | niattFng indngEG

g R TAHUN 2019 ' | BENGHATANG 2600 Weet| 60| LIRE

/ (APUASHULY ¥ 08| 1236] 1303

i b KAYONG UTARA 826,40 T EEE

...&. -+ D _ (ETAPANG 280,90 1650028 | 4078433 | 3118751

N TR o il D Ll Loroma 48 041 B0

A A ., KOTASINGKAWANG 156,83 I

Ly, = 0 ¥ A KU RAVA 517466 B R

£y _ o H BRI U 0e|  su| ;o

r A Kemaoae | onawrar MELAWI 735,61 L1399 1374 B0

; . - [T 1903 145637 337668

L v | Sii R SAMBAS 1098 LIGLIS | 229009| 41643

e M SANGGAL 1933 oot | ose0e| 24835

H S e B oowami Y EED IRETY

REa ad ottt s SINTANG 312 63| 38| 84

Grand Total 1875857 345210| 6546709 | 15167776

Sumber: Tim GIS POSKO DALKARHUTLA Dinas LHK Prov. Kalbar
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PERGUB KALIMANTAN BARAT NO 39 TAHUN 2019 e ( M
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN /

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal
9, dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemenntah;
c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan izin;
(2) Paksaan pemenintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. penghentian sementara konsesi selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang
terbakar karena kelalaian;
b. penghentian sementara konsesi selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang
terbakar karena di sengaja;
c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan
biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada pemegang konsesi.
(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap konsesi yang
terjadi kebakaran hutan dan/ atau lahan secara berulang.

Terdiri dari: 9 BAB, 18 PASAL




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, (§ Agustus 2019

PENGENAAN SANKSI

Kepada

Nomeor : 660.1/ 45°© /DPRKPLH-B Yih  Pimpinan PT. ....cooemiiins
. e . :
Hal o = ‘Pm?::k:(:hhnu Hutan dan 5 S t Ad SankSI

Lahan Tempat ura ministrasi

_ - X Penyegelan:
Dengan hormat diberitahukan sebagai berikut : Perlng atan: Paksaan
D Bedsan 67 Perusahaa i
i, Republik Nomor 27 Tahun 2012 Tentang 157 Perusahaan n Pemerintah
- m rlmm Ncgm ng:nnpn Hidup NmALOuTallzm 2010 2 0 Perusahaan

Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Denpn Kebakaran Hutan Dan/Atau
Lahan;

- P Menteri 1 Hidup dan Kchutanan Nomor ; P-32
IMmL}D( | Setjen /Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran

2)

3)

e

Hutan dan Lahan;

- Peraturan Menten Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/ Permentan
/Kb410/122018 Tentang Pembukaan Dan‘Atau Pengolshan Lahan
Perkebunan Tanpa Membakar,

Bahwa berdasarkan Hasil Amlhn Spasial Peta Penzinan hngm Hnl

Pemantauan  hotspot | dis-catalog lapan. go id/m

index periode nngpl 1 Mei 5d 9 Aguﬂus 2019, lcnhw titik panas (hol

spot) i arcal kena Saudara sebagaimana terlampir.

Bakttmndmgmpomlm2dlpenmd|hn.km&mhnseg¢n

hutan dan/ atau lahan dalam waktu 2 x 24

Jjam, dan membuat laporan tertulis sebagaimana format terlampir.

ikian disampaikan, untuk dilak

dumuihnkum hormat :
1. Menteri Lingk

dan Keh Republik Indonesia di Jakarta,

2, Mmmhmmkzpblﬂ(lndmmd:hhm

3. Wakil Gub

Kalimantan Barat di Pontiana)

4. Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Barat;

109
Perusahaan
Perkebunan

48
Perusahaan
Kehutanan

47
Perusahaan
Perkebunan

20
Perusahaan
Kehutanan

14
Perusahaan
Perkebunan

6
Perusahaan
Kehutanan




REKAPITULASI PENANGANAN
KASUS PERUSAHAAN/PERORANGAN
TERKAIT KARHUTLA DI KALBAR

JUMLAH LUAS LAHAN
NO INSTANSI TERSANGKA KETERANGAN
KASUS (Ha)
1 |POLDA 70 77 4.593,27 63 perorangan
7 korporasi
35 perusahaandan 1
2 |GAKKUM WILAYAH lil 36 5 6.304,717
perorangan
TOTAL 106 82 10.897,987




Daftar Penanganan Kasus

Perusahaan Terkait Karhutla
oleh Polda Kalbar Tahun 2019

No Nama Perusahaan

PUTRA SARI LESTARI

N

FAJAR SAUDARA LESTARI

MEMPAWAH PERMAI LESTARI

(SURYA AGRO PALMA)
SISU (SEPANJANG INTI UTAMA) 2
RAFI KAMAJAYA ABADI / RKA

. PIG (PRANA INDAH GEMILANG
ABADI

3333 3 3 3

TOTAL

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.
Kab.
Kab.

Kab.

Lokasi
Ketapang
Kubu Raya

Mempawah

Sanggau
Sanggau
Melawi

Ketapang

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan
Perkebunan
Perkebunan

Perkebunan

& Budaya

Jenis Kegiatan Luas ( * Ha)

732

548,26

32

2,68
31,22
2.858

04

4.268,16




No

10

11

12

13

14

Daftar Penanganan Kasus Perusahaan Terkait Karhutla oleh
Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah llI
Pontianak Tahun 2019

Nama Perusahaan

PT. Sinar Karya Mandiri

PT. Arrtu Energie Resources
PT. Arrtu Borneo Perkebunan

PT. Ichtiar Gusti Pundi

PT. Mitra Andalan Sejahtera
(MAS)

PT. Rafi Kamajaya Abadi
. Limpa Sejahtera
. Jalin Vaneo

. Mitra Aneka Rezeki

35 3 3 3

. Rezeki Kencana

3

. Sumatera Unggul Makmur

3

. Grand Mandiri Utama

PT

PT. Sukses Karya Sawit

. Hutan Ketapang Industri

Kab.
Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.
Kab.

Lokasi

Ketapang

Ketapang
Ketapang
Landak
Mempawah
Melawi

Ketapang
Kayong

Utara

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kubu Raya

Kubu Raya

Kubu Raya

Sintang
Ketapang

Ketapang

Jenis Kegiatan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan

TUPHHK-HTI

Perkebunan

Luas ( £ Ha)

1.468,448
998,517

99,282
102
60
900
0,15
150
20

11

70

37,6
138

35

Keterangan

Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan,
PMA Malaysia
Proses penyegelan dan penyidikan,
PMA Malaysia
Proses penyegelan dan penyidikan,
PMA Malaysia
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda, PMA Malaysia
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda, PMA China
Kebakaran di luar areal konsesi,
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda

Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda, PMA China
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda, PMA Singapura
Proses penyegelan dan penyelidikan
Polda, PMA Malaysia




No

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Daftar Penanganan Kasus Perusahaan Terkait Karhutla oleh

Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah llI
Pontianak Tahun 2019

Nama Perusahaan

PT. Sime Indo Agro
PT. Sawit Mitra Abadi
PT. Kayung Agro Lestari

PT. Andes Agro Investama

PT. Agro Sejahtera Manunggal

PT. SPAL
PT. TANS

PT. MPK

PT. MAS

PT. KGP

PT. GKM

PT. DAS

PT. FINANTARA
PT. PLD

PT. BPG

PT. SP

PT. MSL

PT. NI

PT. BMH

PT. KBP

PT. UKIJ
TOTAL LUAS

Lokasi

Kab. Sanggau
Kab. Ketapang
Kab. Ketapang

Kab. Ketapang

Kab. Ketapang
Kab. Ketapang
Kab. Ketapang
Kab. Ketapang
Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
Kab. Kubu Raya
Kab. Kubu Raya
Kab. Mempawah
Kab. Mempawah
Kab. Landak
Kab. Sambas
Kab. Sekadau
Kab. Sintang

Jenis Kegiatan

Perkebunan
Perkebunan
Perkebunan

Perkebunan

Perkebunan
Perkebunan
Perkebunan
TUPHHK-HTI
Perkebunan
Perkebunan
Perkebunan
IUPHHK-HTI
IUPHHK-HTI
Perkebunan
IUPHHK-HTI
IUPHHK-HTI
IUPHHK-HTI
IUPHHK-HTI
IUPHHK-HTI
Perkebunan
IUPHHK-HTI

Luas (+ Ha)

Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi

Proses verifikasi

Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi
Proses verifikasi

6.304,717

Keterangan

Proses penyegelan dan penyidikan,
PMA Malaysia

Proses penyegelan dan penyidikan,
PMA Malaysia

Proses penyegelan dan penyidikan,
PMA Australia

Proses penyegelan dan penyidikan,
PMA USA

Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan
Proses penyegelan dan penyidikan

Proses penyegelan dan penyidikan

Proses penyegelan dan penyidikan




REKAPITULASI PENYEGELAN
PERUSAHAAN/PERORANGAN TERKAIT KARHUTLA DI
KALBAR TAHUN 2019

JUMLAH
NO INSTANSI KETERANGAN
PENYEGELAN
1 (POLDA 31 31 perusahaan perkebunan
20 perusahaan perkebunan, 1
2 |GAKKUM WILAYAH Il 22 perusahaan kehutanan (HTI) dan 1
perorangan
3 POLDA, GAKKUM WILAYAH 3 5 perusahaan perkebunan, 3
Il & PEMPROV KALBAR perusahaan kehutanan (HTI)
POLDA & GAKKUM WILAYAH
4 - 6 6 perusahaan perkebunan
TOTAL 67




Nomer
Sifat

Lampiean
Hal o

Surat Gubernur Kalbar No. 522/0937/DLHK-V tanggal 31
Maret 2020 Perihal Pengendalian Karhutla Tahun 2020
kepada Bupati/Walikota se-Kalbar

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menindaidanjuti
02/2020 perihal Risalah Rapst
Kabakaran

memperhatkan
Penanggulangan

Pontianak, 2/ Maret 2020

Kepada
SR 0037 IDLHKV Yih 1. Bupat 86 Kakmantan Barst
Pengendatan Kebakaran - .
Hutan 'Dan Lahan Tahun 2020 Tempat

Sural Sekretaris Kabinet RI Nemaorn: R-00268/Seskab/DKx

d  Pemadaman api kebakaran hutan dan lahan pada ningkat

divomando BupatiWalkota yang secara teknis
Dinas/Badan/kantorUPTD  yang
K bekeda sama dengan
WMMIM!&IMOPDWI TNI, POLR! setempat
dan lembaga lerkait lainnya;
pe dengan 9
resko

dangan

”wm‘ I akask “
-vils?ummummwnmwvma
kabupaten'kota yang ferkait el e
yang mn&mmuﬁmw
@s0p yang ditimbulkan oleh kebakaran; .

Mengalckasikan  anggaren  operasional
penanggulangan kebakaran hutan dan tahan i
daiam APBD kab untuk o Tim Kebesaran

mhulpenwmﬂmmm
pemuiiman, hutan can lahan, penyusunan Rencana Induk
Sistom Protoksi Kebakaran P«n\:dnun hitan dan lahan,

Kebakaran

hormat dsampaikan hat-hal sebagai berkut:

1 MmmMMkMMJMWn

ol
peran  serta rakat  dalam
Pomanag:dangen ebtares ates e

Mmmmmmum

m.  Menganjurkan hapam petani agar melakukan pertaman
menetap/sawah, melakukan pala tanam dan jenis tanaman yang
mlmmnmmm

n.  Menyiapkan cadangan Mrm pada [lokasiwilayah rawan
ui

0. hasil

Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, kepala Badan
Penanggul; dan
Barat.

3 Mmpvoowlmlwn lebih lanjut atas langkah-angkah antsipasi
musim tarsabut dcngan seluruh  jajaran

daerah peran
seta dunia usshaswasta secara akif dlhm penyelanggaraan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran pemukiman, hutan dan
lahan di daerah.

tontang aj ap wiayah ngan melskukan pembuatan sumur bor, mumom

Husan dan Lahan Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 &l yang bahaya kebakaran pemukiman hutan dan lahan M)mxm-mw
Instruksi Presiden nomor 03 Tahun 2020 tentan up peoml lainrya m d.n m yang y gals mur alr  untuk

Hutan dan Lahan, bersarma ini dengal i “1001' 2018 api dan pengaican lahan

Dolun Pemmendagri Nomor: ahun ] [z 9 m
7~€a‘amr Pelay Bidang P h L “' mb.mw?m'u
pada Rapat Hugan dal Dalam Negort mupumopo. dnan..mM, oy
" i" X2 s Mewajbican kepada pelsku usaha pemanfsatan hutan dan

adalah sabagal berk

a

d.

wumw»nummdlmml
segera padamian, jangan sampal malaxs dan sulit

pelaku usaha pertanian umkmm.dunb«dmmm
sarana  dan kebak

Penataan gambut dalam hidralogl gambus:

Carkan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lkaha
bamett ekanomi;

Penegakan hukum secam tegas agar memberican efek jera bag
para pelaky;

Frokuens! patrob dan pemerkssan lapangan agar lebil
ditingkatcan.

2. Memperatian aahan Presiden fersebut diatas diminta age

mumnmmmn
yadi tanggueg o ya sesual yang

yang

Memberkan nnkﬂbo&kmpmmm pemanfaatan
nutan dan pelaku ussha yang taak

-‘WMW¢" lahan yang menjaci
anggung j ya sesusi px o

Menylapkan sarana dan prasarana dan mobd pemadam
kebakaran pemukiman, hutan dan lshan berbasis Standar

Qan

upat! angkah
Pemerintah Daersh dalam Pengercaian Kebakaran Hulan dan Lahe
sobagad berkut

gopSmalkan tugas
Bancana Daersh kabupstenkota dalam upaya penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan o wilsyshnya mesing-masing,
mmmummmmmumam
BMKG;

Mlnng-u Agnl  Kemernerian

Hidup, Diras Perkedunan, Dinas Pertanian, dan peran zerta
'y pasi bohayn hutan dan lahan;

perundang gar

Tembusan .

1. mqumdmmmwam;

2. Menteri Dalam Negen RI, di Jakarta

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R, di Jakarta

4, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, di Jakarta,

5. Ketua DPRD Provins! Kalbar, di Pontianak

6. Para Anggata Ferum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalbar




Pergub Kalbar Nomor 97 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Pergub No. 39 Tahun 2020 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka jaga kel hidup

dan kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan Lahan;

b. bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah men@tur tentang

pemberian sanksi sebagai land hukum

dalam pembebanan kewnjnban terhadap pelnku usaha

dan/atau kegi untuk 1 h sesuai
yang telah d ‘

c. bahwa dalam proses pel al sanksi i b
perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat keseriusan pelaku
usaha sehingga diperlukan bi dan penga lebih
lanjut;

d. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan kepada
pelaku/peme@ng izin usaha dan /atau kegmtnn yang telah
P sanksi , dan

dalam rangka bi dan bagai
dimaksud dalam huruf c serta untuk menyesuukan dengan
kondm dan pcrkembangpn sant lm, chpandang perlu
Nomor 39

Tahun20|9
e. bahwa berd kan perti bagai di d

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang
F han dan Penanggul: Kebak

Hutan dan Lahan;

Lahan

(3) Pnksann Pemerintah sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :

a. ian i paling lama 5 (lima) tahun terhadap hutan
dan/amu lahan yang terbakar ; dan /atau

b.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memuhhkan fungsl lmgkungan hldl.lp

(4) F ian ksud pada ayat (3) huruf
a tidak hilang} tanggungj b pelaku usaha atas kewajiban
terhadap areal tersebut.

(5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk
pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan
dan/atau lahan pada pemegmg konseal

(6) Pembek ksud pada ayat (1) huruf c
duekomendamknn terhadap konsesi yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah.

(7) Pe L izin bagai dimaksud pada ayat (1) huruf d

i dasik terhadap ¥ i sebagai berikut:
a. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah
yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
b. telah bl terjadinya kebakaran dan/atau lahan secara
berulang.

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 dmmpkan 1 (aatu) Pasal yakni Pasal 17A,

sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai beriku

Pasal 17A

(1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang
lmgk\mgan hxdup melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi
ksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling singkat

6 (enam) bulnn sejak dxbenkan sankﬂ admnmsmuf

(2) Bendawkan hasil 1 d pada ayat (1)
p sanksi ini if dapat dicab bila :
a. tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang terbakar
b. telah mel i sarana dan sistem pengendalian kebakaran

hutan dan lahan sesuai ketentuan peratum.n perundang undangan;

(3 . hutan dan lahan
melalm pembinaan mﬂsyamkal sekitar;

d. surat per yang ikan tidak akan terjadi
kebakaran pada areal yang terbakar (yang terkena sanksi);

e. telah mengidentifikasi areal konservasi paling rendah 7 % (tujuh persen)
dari luas izin usaha; dan

f. menyampaikan laporan secara berkala upaya p h
sanksi.
3) Seuap pelaku usaha yang dik kan sanksi ini if dapat gajuk
per sanksi bila tel hi  seluruh
per bagai dimaksud pada ayat (2).
(4) Pe b bagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkandi ~ Pontianak
Pada tanggal 30 JUNI 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

e I

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

=

AL, LEYSANDRI
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Mengingat - 1.

Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020
tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBUKAAN AREAL LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang: a. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dar

Tuhan Yang Maha Esa yang sangat k faat bagi hidup

dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjosn dan
penghidupan yang lavak schingga harus dijaga kelestariannya;
bahwa sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat adalah petani
vang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis X f
lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensd,

-4

berkeadilan, berkel t ber
A jaga kescimbangan scrta P perek "
daerah;

c. bahwa i bagai dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Pemnbukarn Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kali Barat, Kali
Sel dan Kali Timur  (Lem!x Negara  Republik
Indonesin Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor § Tahun 1990 Ki i Sumb
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

N

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

]

(2

(3)

4

(5]

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

Kearifan Lokal

BAB 11l
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 6

Setlap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan
terkendall maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan
lokal.

Pembakaran terbatas dan terkendall sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi

o membunt sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan
aman untuk mencegah penjalaran api ke lahan sekitamya;

b. diakan bahan dan peral api yang memadai;
¢. memberitshukan pemilik lahan yang berl bel lakuk
pembakaran,

d. dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;

e, dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;

f harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan
lahan yang sedang dibakar sebelum apl benar-benar padam;

£ menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesual kearifan lokal
masyarakat setempat; dan

h. tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu
keselamatan orang.

Setinp peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran
terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditanami
tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara
turun-temurun, wajib membernitahukan kepada perangkat desa/kelurahan.

Perangkat  desa/kelurahan  menyampalkan pemberitahuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3| kepada camat.

Tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dupati/Walikota,

Pasal 7

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11
Biayn yang dikeluarkan scbagal akibat dilaksanakannya Peraturan Gubemur inl,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daermh Provinsi,

Kabupaten,Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang hui d P

Gut ini dengan 7 i dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barar.
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2020
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

td.
SUTARMIDJL

Diundangkan di Pontianak

pada tangga! 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

tud.
AL LEYSANDRI
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Terima Kasih

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
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